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KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang
telah diberikan sehingga Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cilegon ini
dapat diselesaikan. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW atas pencerahan keteladanan yang dicontohkan oleh beliau,
sehingga kita mampu melaksanakan tugas memberikan pelayanan dengan
cara yang terbaik bagi masyarakat. Sebagaimana dalam Hadits “Barang siapa
yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia,
Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang
memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan

baginya di dunia dan akhirat” (HR Muslim).

Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini
disusun sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan
hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cilegon kepada
masyarakat baik secara individu maupun organisasi/lembaga/badan serta
kepada Instansi vertikal yang berada di wilayah Kota Cilegon. Sehingga dalam

pelaksanaannya lebih jelas, terukur, akuntabel, efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwasanya dalam penyusunan Peta Proses Bisnis
dan SOP ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan
masukan yang konstruktif perlu disampaikan agar Peta Proses Bisnis SOP
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cilegon ini dapat menjadi sebuah

pedoman kerja yang komprehensif.

Cilegon, November 2024
Sekretaris Daerah Kota Cilegon

H. Maman Mauludin, SH., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19660727 199403 1 009
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A. LATAR BELAKANG

Dua fungsi pokok pemerintah dalam kerangka negara demokrasi
meliputi fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh birokrasi. Fungsi pengaturan pada dasarnya
mengandung tujuan pokok pemeliharaan sistem, yakni mewujudkan
ketertiban sosial. Dalam konteks ketertiban sosial pemerintah
bertanggung jawab untuk menentukan peraturan-peraturan tertentu yang
secara hukum mengikat kepada masyarakat. Masyarakat terikat dan
harus taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pelayanan oleh
birokrasi mengacu kepada konsepsi negara kesejahteraan, bahwa
pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
seluruh masyarakatnya. Wujud dari usaha peningkatan kesejahteraan ini
adalah pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat yang

memperlukannya.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Cilegon adalah pelayanan pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos).
Pelayanan ini sangat dibutuhkan masyarakat baik secara individu
maupun organisasi/Lembaga/badan yang berguna untuk mendanai
program non fisik maupun kebutuhan fisik meliputi sarana dan prasarana.
Atau bahkan untuk kebutuhan mengurangi dampak resiko sosial akibat
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik maupun fenomena alam dan
bencana alam, yang jika tidak berikan bantuan akan semakin terpuruk

dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 tahun kebelakang, sejak di
terbitkannya Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial. Masih dirasa belum optimal dalam pelaksanaan pelayananya
sehingga membutuhkan suatu instrument ketatalaksanaan yang lebih
spesifik dalam sebuah pedoman kerja yang mengatur secara khusus
terkait dengan sistem mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi oleh
pegawai pemerintah sebagai pemberi pelayanan maupun masyarakat

sebagai objek yang dilayani.

Kebutuhan ketersediaan pengaturan yang lebih spesifik dalam

pengelolaan dan pelayanan hibah dan bantuan sosial menjadi hal yang
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sangat penting untuk dilakukan mengingat pelayanan hibah dan bansos
menjadi representasi cerminan wajah pelayanan publik Pemerintah Kota
Cilegon. Upaya menyediakan instrument Kketatalaksanaan dalam
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publik berupa hibah bansos

ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi.

Reformasi  birokrasi merupakan langkah strategis untuk
membangun aparatur pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi
birokrasi dilaksanakan melalui peta jalan / roadmap yang didalamnya
terdapat 8 agenda besar perubahan birokrasi yaitu manajemen
perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata
laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Area Perubahan Reformasi Birokrasi

N

RO © ¢ 0

Manajemen Deregulasi Penataan Penataan
Perubahan Kebijakan Organisasi Tatalaksana
F \
00
= - "" ;I
£ «all 2 ! |
‘ » A [
4 y
- - thes \1 “‘)
Penataan SDM Penguatan Penguatan Peningkatan
Aparatur Akuntabilitas Pengawasan Kualitas Pelayanan
Publik

Salah satu agenda reformasi birorkasi dalam mengelola organisasi
pemerintahan yang baik atau good governance adalah dengan
mengupayakan penataan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan

efisien sehingga menghasilkan output dan outcome yang baik.

Permasalahan ketatalaksanaan dapat menjadi masalah yang serius
karena dapat mengakibatkan lemahnya pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan secara sistemik. Terlebih lagi dalam
pelaksanaan hibah dan bansos Kota Cilegon yang diselenggarakan tidak
hanya oleh satu unit kerja organisasi pemerintahan. Satu masalah yang
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terjadi dalam satu unit kerja organisasi akan mempengaruhi terhadap

kinerja unit organisasi yang lainnya.

Dalam sebuah ilustrasi, jika organisasi dianalogikan sebagai
sebuah rumah besar yang terdiri dari beberapa unit kepala keluarga, tidak
memiliki pedoman tatalaksana yang benar bagaimana cara mengatur dan
mengurus rumah beserta segala isi, orang, dan sumber dayanya. Maka
setiap keluarga atau orang yang ada di rumah tersebut akan mengalami
kebingungan, pekerjaan menjadi berbelit-belit, tumpang tindih pekerjaan
yang terjadi pastilah akan menjadi kekacauan sehingga mengakibatkan
frustasi. Terlebih lagi jika ada tamu yang berkunjung, akan menjadi

masalah tambahan yang harus dihadapi.

Oleh sebab itu, penyusunan instrument ketatalaksanaan ini perlu
diawali dengan penyusunan peta proses bisnis dengan output akhirnya
berupa standar operasional prosedur. Sehingga dalam penyelenggaraa
hibah dan bansos di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan

secara efektif, efisien, teratur, terukur dan akuntabel.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan
Pemerintah Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Cilegon;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Bisnis Proses Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perengkat Daerah;

8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dua kali dengan
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 dan Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Cilegon adalah dalam rangka membuat pedoman
baku standar pelaksanaan kerja bagi seluruh stakeholder yang
menyelenggarakan Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah
Kota Cilegon.

Adapun tujuan dari Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota
Cilegon ini adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

2. Untuk menciptakan sistem kerja penyelenggaraan Hibah dan
Bantuan Sosial yang teratur, terukur, akuntabel, efektif dan
efisien.

3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good
government) dan bersih (clean governance) melalui

penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial..

D. PENGGUNAAN FORMAT
Penggunaan format dalam penyusunan peta proses bisnis dan

standar operasional prosedur dalam laporan ini mengacu pada format

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yaitu PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012
dan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018, serta menggunakan
pedoman sebagaimana yang diatur di lingkungan Pemerintah Kota
Cilegon yaitu Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
1) Format peta proses bisnis
Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa
prinsip yaitu :
a. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan,
masukan, serta keluaran yang jelas.
b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas
yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
c. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir
menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
d. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.
e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan
harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
f. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama
beberapa fungsi dalam satu organisasi.
g. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas
organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
h. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit
organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.
Peta proses bisnis yang digunakan dalam penyusunan laporan
ini menggunakan jenis gambar peta yang terdiri atas :
a. Peta proses
Peta proses menggambarkan secara umum bagaimana proses
berjalannya Hibah dan Bantuan Sosial diselenggarakan. Di
dalam peta proses terjadi 3 proses yang meliputi proses inti /
utama, proses pendukung / manajerial, dan proses lainnya.
Proses inti / utama merupakan proses yang menciptakan aliran
nilai utama. Proses inti perlu memenubhi kriteria sebagai berikut:
= Dberperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna
eksternal dan internal ;

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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= Dberpengaruh langsung terhadap tujuan organisasi; dan
= memberikan respon langsung terhadap permintaan dan

memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses Pendukung / Manajerial adalah proses untuk mengelola
operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti
berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi Kkriteria

sebagai berikut :

= Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
= memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Proses Lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan
langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat
bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki
kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih

optimal

Jika digambarkan, peta proses dapat dilihat melalui gambar
berikut :

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH A

u

Proves Manajerial

Proses Utama

Proses Lalnews

b. Peta Subproses

Peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi
(cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu

proses beserta unit organisasi
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PROSES 5.
! Proses 5.1 :
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I—% Proses 5.3 -
[ : : i Proses 5
[ Proses2z | .
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S ——" :, Proses 5.2 :
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c. Peta Relasi
Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang
menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang
terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta
proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami
peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga

tercapai output yang ditentukan.

PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH A

Proses 1 Proses 2 Proses 3

| Unit
Kerja 1
Unit Unit
Kerja 5 Kerja 6

| Unit Semua
Kerja 7 Unit

Proses 4 Proses 5 Proses 6 Proses 7
Unit Unit Unit Unit
Kerja 1 Kerja 5 Kerja 3 Kerja 6
unit @ unit Unit
Kerja 3 Kerja 7 Kerja 7

Unit Unit
Kerja 4 Kerja 8

Proses 8

Unit
Kerja 6
Unit
Kerja 7

Kerja 6

Unit
Kerja 8
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Setelah membuat peta relasi maka langkah selanjutnya adalah
dengan membuat Peta relasi lintas fungsi. Berdasarkan peta
lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan
rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode),
kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Berikut ini adalah contoh gambar peta relasi lintas fungsi :

Proses 5.3 CFm 01

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

i Proses5.3.5

Proses 5.3.1 »  Proses 5.3.2 1 Prodas 5.3.4

b{ Proses5.36 |

2) Format Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah petunjuk baku yang sifatnya tertulis. Rudi M.
Tambunan (2008 : 79) menyebutkan bahwa SOP adalah pedoman yang
berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi
yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan
tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh
orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, efisien,

konsisten, standard, dan sistematis.

SOP sangat diperlukan bagi menunjang aktivitas organisasi.
Apapun bentuknya (besar atau kecil) jika organisasi tersebut ingin
menjalankan fungsi dari keberadaannya, tentu akan lebih baik jika
memiliki SOP karena organisasi merupakan himpunan dari berbagai
bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu,
kegiatan yang melibatkan berbagai komponen harus diatur sedemikian
rupa sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat efektuf sesuai
tujuannya. Untuk memelihara agar tujuan yang sama tetap terjaga,

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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organisasi harus dipandang juga dari aspek sosial yang akan
menekankan komunikasi antar organisasi, untuk menegosiasikan
kekuatan serta pembentukan budaya organisasi guna mengembangkan

dan menjaga organisasi secara keseluruhan.

Format SOP yang digunakan dalam penyelenggaraan hibah dan
bansos menggunakan lima simbol yaitu: 4 (empat) symbol dasar
flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol
penghubung ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang
dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Simbol Kapsul/Terminator -< mendeskripsikan kegiatan
mulai dan berakhir;

2) Simbol Kotak / Process - untuk mendeskripsikan proses
atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat /Decision ‘ Untuk mendeskripsikan
kegiatan pengambilan keputusan;

4) Simbol AnakPanah / Panah / Arrow ‘l, untuk mendeskripsikan
arah kegiatan (arah proses kegiatan);

5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector-untuk mendeskripsikan
hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP

adalah:

a) SOP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana
(Jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang
bersifat teknis yang detail baikk yang menyangkut urusan
administrasi maupun urusan teknis;

b) Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi
pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi (process) dan
pengambilan keputusan (decision);

c) Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur
yang dideskripsikan bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat
teknis disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana
kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknikal
(technical procedures) yang berlaku pada peralatan (mesin);

d) Penulisan kegiatandalam prosedur bersifat aktif

(menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan demikian
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banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol
pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan, dan
simbol lain yang sejenis;

Penyusunan SOP ini hanya memberlakukan penulisan
flowcharts secara vertical, artinya bahwa branching flowcharts
dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal
penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman
(symbol segi lima / off-page connector) dan tidak mengenal
simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman.

Unsur prosedur merupakan bagian inti dari dokumen SOP. Unsur ini

dibagi dalam dua bagian, yaitu Bagian ldentitas dan Bagian Flowchart.

Bagian ldentitas

Bagian ldentitas dari unsur prosedur dalam standar operasional

prosedur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Logo dan nama perangkat daerah serta nomenklatur unit kerja
organisasi pembuat;

Nomor SOP, nomor prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP dibuat berupa
tanggal selesainya SOP dibuat bukan tanggal dimulainya
pembuatannya;

Tanggal Revisi, tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana ditinjau
ulangnya SOP yang bersangkutan;

Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP atau sama
dengan tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP;

Pengesahan oleh pejabat perangkat daerah apabila berlaku
secara internal, pengesahan oleh Sekretaris Daerah apabila SOP
mengatur lintas perangkat daerah dan/atau yang melibatkan
masyarakat. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda
tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap
instansi;

Judul SOP, judul prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan
kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki;
Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undanganyang
mendasari prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan

pelaksanaannya;

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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9) Keterkaitan,memberikan penjelasan mengenai keterkaitan
prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang
distandarkan (SOP lain yang terkait secara langsung dalam
proses pelaksanaan kegiatan dan menjadibagian darikegiatan
tersebut).

10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai
permasalahan yang mungkin muncul dan berada diluarkendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak
lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana
cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata
peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-than) atau batas waktu
(dead line) kegiatan harus sudah dilaksanakan;

11) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai
kualifikasi pelaksana yang dibutuhkandalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan. SOP dilakukan oleh
lebih dari satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang
dimaksud adalah berupa kompetensi (keahlian dan ketrampilan)
bersifat umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat
individu, yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SOP ini
secara optimal.

12) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan  penjelasan
mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan
yang dibutuhkan yang terkait secaralangsung dengan prosedur
yang di-SOP-kan.

13) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu
didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu
dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap
pelaksana yang terlibat dalam proses. (Misalnya formulir yang
menunjukkan perjalanan sebuah proses pengolahan dokumen
pelayanan perizinan.Berdasarkan formulir dasar ini, akan
diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku yang
ditetapkan dalam SOP). Setiap pelaksana yang ikut berperan
dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa
yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa
langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah
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telah dijalankan dengan benar”.
Contoh Bagian Identitas SOP

PEMERINTAH KOTA CILEGON

(TR SR AOROA

Nomor SOF
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh SEMRETARIS DAERAH
H. MAMAMN MAULUDIM, 5H., M.Si
NIP. 136607 7 198403 1009
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG.JA WA BAM HIBAH
Nama S0P BANSOS
KUALIFIRA 51 PELARS!

1 Pembuan Pemeintah Homar 12 Tabun 2019 fentang Pengeldaan Keuangan Daemh

2 Pemran Memed Dalam Negeri Nomor 77 Tafun 2020 tertang Pengelokian Keuan gan
Drserrat

3 P buran Wi Kota Clegon Nomar 42 Tabun 2021 tentang Pelunjuk Teknis Pengeliobian
Argamn Buanja Hibah dan Bamuan Sosal

4 P buran Wl Kota Clegon Nomar 33 Tabun 2022 tentang Perubafon Peratumn Wal
Kooka Cilegon Momor 41 Tahun 2021,

§  Powran Wi Kot Clagon Nomar 1 Tafuoh 2023 ten tang Pesnuba fen Kesdua Pestumn
‘Wali Kota Clegon Nomar £2 Tabun 2021,

1 Memafam kewenangan s uges dan fungs

2 Mernahami peretumn peaundan g-und angan temtang pengedalaan keoangan Doerah
3 Memahami pewrjul teinis pengelokaan anggaran belanp it dan bansos

4 Mampu mengopemskan micrasoll offior dan Agikasi E-Hibah Bansos Mandin

RETERKAITAN 50F

PERALATANT FERLENGRAFAN

1 50OP Pengajuan Proposal Hikah dan Barsuan Sosial
2 50P Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
3 S0P Pencamn Hibah Barsos

1 Prposal Hibah Barsas
2 Al Tuls Kardor, Buku Agenda
3 Komputer, Parter, Scamer, pringan iremest

PERINGATAN

PENCATATANDAN PENDATAAN

Cisrmpan sshags data manuasl dan seksronic

Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah
(prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang
diperlukan. Bagian Flowchart ini berupa flowcharts yang menjelaskan
langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari
prosedur yang distandarkan, yang berisi; Nomor kegiatan; Uraian
kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur); Pelaksana yang
merupakan  pelaku (aktor) kegiatan. Mutu Baku yang berisi
kelengkapan, waktu, output dan keterangan. Agar SOP ini terkait
dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan
baku

menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar

mutu tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk

input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu
sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-
benar memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan
dalam

dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan

pendokumentasian dan implementasinya, sebaiknya SOP memiliki
kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut

akan berbeda sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
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Contoh Bagian FlowchartSOP

SOF PERT ANGGUNGIAWATAN DAN FELAFORAN
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3) Format Standar Pelayanan

Komponen standar pelayanan merupakan item informasi
pelayanan yang perlu diketahui penyelenggara pelayanan dan
penerima pelayanan. Seluruh komponen tersebut disampaikan secara
utuh.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi

empat belas komponen standar pelayanan yang meliputi:

1. dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan;

2. persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif;

3. sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan;

4. jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan;

5. biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
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penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan,
termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman;

pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh
pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;
jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan
beban kerja;

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari
bahaya dan risiko keragu-raguan; dan

evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahuai
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar

pelayanan.

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses

informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik

persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan

diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut

pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar

Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a)

b)

Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti,
mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan
prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat
maupun penyelenggara.

Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan

melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas
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bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar
komitmen atau hasil kesepakatan.

c) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan
harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
kepada pihak yang berkepentingan.

d) Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus
dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatankualitas dan
inovasi pelayanan

e) Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat.

f) Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisikdanmental.

E. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

Hibah Bansos merupakan sebuah frasa yang lekat dalam pengelolaan

keuangan pemerintah. Walau demikian, Keduanya memiliki definisi, kriteria

dan tujuan yang berbeda.

HIBAH

Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha
milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, bangunan dan
atau selain tanah dan bangunan. Sedangkan dalam bentuk Jasa berupa
bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Hibah dapat diberikan kepada :
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a. Pemerintah pusat - Satuan kerja dari kementerian/Lembaga non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah. serta unit
kerja pada Kemendagri yang membidangi Administrasi Kependudukan
untuk penyediaan blanko KTP Elektronik.

b. Pemerintah daerah lainnya - Diberikan bagi daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - diberikan dalam rangka untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - dalam rangka meneruskan hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat.

e. Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan
Hukum Indonesia - bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
peraturan perundang-undangan atau yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Wali Kota, atau kelompok masyarakat (kesatuan masyarakat
hukum adat) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat, atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait, atau koperasi yang didirikan yang memenuhi
kriteria pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

f. Partai Politik > diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria :

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

2) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

3) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :

a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang
tindih pendanaannya dengan APBN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. Partai politik;
d. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,  pembangunan  dan
kemasyarakatan

5) Memenuhi persyaratan penerima hibah

BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus (tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran). Pemberian bansos dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja
Urusan pemerintahan pilihan.
Bansos diberikan dapat diberikan dalam bentuk :
1. Uang
e Beasiswa bagi anak miskin
e Yayasan pengelola yatim piatu
¢ Nelayan miskin
e Masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat
e Tunjangan Kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu
Bansos berupa uang diberikan atas dasar yang direncanakan
(sudah jelas by name by address by budget pada saat
penganggarannya), maupun yang tidak direncanakan (dialokasikan
untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau

keluarga yang bersangkutan). Pagu alokasi anggaran Bansos yang
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tidak direncanakan tidak boleh lebih besar dari yang direncanakan

dan disimpan pada pos belanja tidak terduga pada SKPKD.

2. Barang

Bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta
dan masyarakat tidak mampu

Bantuan perahu untuk nelayan miskin

Bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial

Ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu

Kriteria pemberian bansos :
Selektif

Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan (dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial).

Sesuai tujuan penggunaan meliputi :

a)

b)

d)

f)

Rehabilitasi sosial - untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan sesorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Perlindungan sosial - untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial - ditujukan untuk menjadikan seseorang
atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Jaminan sosial - skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan - kebijakan, program,, kegiatam
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana - serangkaian upaya yang ditujukan

untuk rehabilitasi.
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Pemerintah Kota Cilegon telah mengatur tata cara pengelolaan anggaran
Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Cilegon melalui Peraturan Wali Kota Cilegon
Nomor 42 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Perwal
Nomor 33 Tahun 2022, dan Perwal Nomor 1 Tahun 2023 didalamnya memuat
tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Peraturan ini merupakan
turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Namun hadirnya peraturan tersebut masih dirasa belum cukup
menggambarkan proses penyelenggaraan hibah dan bansos secara utuh dan
komprehensif. Untuk itu perlu diawali dengan penyusunan peta proses bisnis
penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Cilegon.

Terdapat 3 proses yang perlu di identifikasi pertama kali dalam
penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu :

a. Proses Utama / Inti
Proses ini berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna
layanan yaitu masyarakat. Proses ini terdiri dari 3 sub proses :
1) Sub Proses Pengajuan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial
2) Sub Proses Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
3) Sub Proses Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan
Bantuan Sosial
b. Proses Pendukung / Manajerial
Meliputi :
1) Sub Proses Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
2) Sub Proses Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
c. Proses Lainnya:
Meliputi :
1) Sub Proses Pengelolaan Sistem E-Hibah Mandiri yang terdiri

dari penyiapan dan pemutakhiran Hibah dan Bantuan Sosial
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PENYELENGGARAAN HIBAN DAN BANTUAN SOSIAL FEMERINTAN KOTA CILEGON

PETA PROSES SIPOC (SUPLIER, INMUT, PROCESS, OUTIFUT OUTCOME, CUSTOMER)

PROCESS

OUTCOME CUSTOMER

2

1, DFRED Kota 1. SDM
Ciegon

2. Pemenintah Kota
Cilegon

E> ‘ INPUT

2. Teknolop
[nformas
3. Angzamn

A
3. Felaporan Permanggunpawaban

4. Regulssi

Proses Manajerial / Penduknng

Pross Lainoys

1. Mengelalaan  Apidones

Banans Mandin;

K-Hhah

- i. Pemerinzah
Maningkatnya

Penyelenggaraan
Hibah dan
Bantuan Sossal

Pusat (K/L non

Kementeeion

Pemerintah Kota
Cidegon

Kemasyorakatan
5. Koperssi
0. Parai Politk
7. Masyaraiat

Penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial di Kota Cilegon sampai dengan

saat ini dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah :

NO INSTANSI KEWENANGAN / PERAN
1. | Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian | Pengelola Sistem / Aplikasi
E-Hibah Bansos Mandiri

2. | Sekretariat Daerah :
a. Bagian Umum (Tata Usaha Pimpinan) Verifikator Hak Akses
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pengelola Hibah
c. Bagian Hukum Pemrosesan Keputusan

Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial

3. | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pengelola Hibah

4. | Dinas Kesehatan Pengelola Hibah

5. | Dinas Sosial Pengelola Hibah

6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengelola Hibah

7. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pengelola Hibah
Pariwisata

8. | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pengelola Hibah
dan Menengah

9. | Inspektorat Tim Pertimbangan

10. | Badan Pengelolaan Keuangan, TAPD
Pendapatan dan Aset Daerah

11. | Badan Perencanaan Pembangunan TAPD

Daerah, Penelitian dan Pengembangan
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Berdasarkan Perwal Nomor 42 Tahun 2021, tidak menutup kemungkinan
seluruh urusan pemerintahan daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dapat
melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bansos. Sehingga dalam hal ini, jumlah pengelola hibah sewaktu-waktu dapat
bertambah seiring dengan kebutuhan, inovasi, dan mandatori kebijakan

pemerintah pusat dan daerah.
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PROSES UTAMA /INTI

Pengajuan Proposal
Peta sub proses pengajuan proposal berfungsi untuk mendeskripsikan
bagaimana cara mendaftarkan hak akses dan mengajukan proposal oleh

pemohon.

PETA SUB PROSES (P1)
PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH BANSOS

PENGELOLAAN APLIKASI
E-HIBAH BANSOS MANDIRI

EVALUASI
Proses 3 .| PERMOHONAN
Proses 2
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DAN
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Pengajuan hibah dilakukan melalui aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri.
Aplikasi ini merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang
memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari
APBD Kota Cilegon.

Proses pengajuan hibah di awali dari proses pengajuan akun pemohon
hibah untuk mendapatkan hak akses. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi

akun oleh petugas tata usaha pimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan

penginputan proposal.

Untuk mendapatkan hibah pemohon harus memenuhi persyaratan
Administrasi sebagai berikut :
1) Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
2) Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri,
Gubernur atau Bupati/Wali Kota’
3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat;

4) Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;
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5) Membuat proposal permohonan hibah yang berisikan paling sedikit
memuat : Pendahuluan, Rencana Penggunaan, Waktu dan Lokasi,
Jenis Hibah Yang Diusulkan, Nilai Usulan Hibah.

6) Akta notaris pendirian badan/Lembaga

7) Gambar rencana atau rencana konstruksi bagunan untuk hibah
pembangunan

8) Fotokopi KTP atas nama pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris
dan Bendahara

9) Membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);

10)Membuat surat pernyataan belum pernah menerima hibah dari tahun
sebelumnya.

Sedangkan untuk persyaratan penerima Bansos :

1) Memiliki identitas yang jelas

2) Berdomisili dalam wilayah administratif Kota Cilegon

Gambaran prosedur lebih rinci dapat dilihat pada lampiran SOP Pengajuan
Proposal Hibah dan Bantuan Sosial.

Evaluasi Permohonan
hibah dan
sebagaimana tertuang dalam Peta Sub Proses 2 (P2) sebagai berikut :

PETA SUB PROSES (P2)
EVALUASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANSOS

Gambaran proses bisnis evaluasi permohonan bansos

PENGELOLAAN APLIKASI
E-HIBAH BANSOS MANDIRI PENGAJUAN
e PROPOSAL
Prosss 1
X
PERENCANAAN
J DAN
PENGANGGARAN
Proses 3
Perbaikan
Disposisi Verifikasi kelengkapan
*  Administrasi - - proposal PENCAIRAN DANA
dan Survey [*
L Lapangan e Proses 4
il PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
v Rekomendasi Hasil FRLAPORAN
P Evaluasl
Bogita Acara Usulan/ Proposal Proomd
Ve,l’,isﬂl_ul_ dan | Calon Penerima
urve )
b Hibah EVALUASI
. L Proses 7

Proses inti dari tahapan kegiatan evaluasi permohonan yang dilakukan oleh
OPD Pengelola Hibah berada pada proses verifikasi administrasi dan survey
lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara. Kegiatan ini merupakan

langkah penting bagi OPD Pengelola Hibah untuk memeriksa berkas
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kelengkapan, menguji kesesuaian data yang diberikan dengan kondisi faktual
di lapangan. Output dari kegiatan verifikasi administrasi dan survey lapangan
adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi/Pemeriksa
Permohonan Hibah Bansos dengan pemohon. Secara rinci isi form berita
acara tersebut adalah sebagai berikut :

Contoh Form Berita Acara
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Dengan adanya tahapan kegiatan evaluasi permohonan, akan diperoleh
sebuah gambaran kebutuhan yang diajukan oleh pemohon dan kesimpulan
berapa nilai kewajaran besaran hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Cilegon, yang dituangkan dalam rekomendasi hasil evaluasi usulan/proposal

calon penerima hibah.

Contoh Form Rekomendasi Hasil Evaluasi Usulan / Proposal
Calon Penerima Hibah Bansos
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Diagram alir standar operasional prosedur evaluasi permohonan Hibah Bansos

dapat dilihat secara detail dalam Lampiran.
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PROSES MANAJERIAL

Perencanaan dan penganggaran

Perencanaan dan penganggaran di dalam peta proses bisnis merupakan
proses manajerial. Proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan
setelah melalui tahapan evaluasi permohonan. Proses di awali oleh Tim
Pertimbangan melakukan pembahasan, telaahan, dan reviu nilai kewajaran
besaran biaya berdasarkan surat rekomendasi hasil evaluasi usulan/proposal
calon penerima hibah. Pengelola hibah/bansos mencantumkan rincian objek
ke dalam Rencana Kerja hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Gambaran proses perencanaan dan penganggaran hibah bansos dapat

dilihat pada peta sub proses 3 (P3).

PETA SUB PROSES (P3)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH BANSOS

PENGELOLAAN
APLIKASI E-HIBAH PENGAJUAN [ EVALUASI
HBANSOS MANDIRI | PROPOSAL s  PERMOHONAN
' Proses 6 Proses 1 Proses 2
| | PENCAIRAN
l | Proses 4
llclot:;::ldni' Haail Focibahiota,
nasi
telaahan, revin
Uluhnlﬁopgm Nital K 2 DFA OFD
Calon Penerima v n'u | |
Hibah Pesscan Naya - PERTANGGUNG
P3.6 JAWHAN DAN
P31 .2 PELAPORAN
i
.‘ Proses 5
- Alokasi
Pertimbangan atas Anggaran KUA RKA OFD
Rektomendasi Hasil o PPAS Hibalk f———e
Evaluasi Peoreima Hibah dan B
P36
— a4

Perencanaan dan penganggaran Hibah / Bansos dianggarkan pada Perangkat
Daerah didasarkan atas pertimbangan rekomendasi hasil evaluasi
usulan/proposal calon penerima hibah dari OPD Pengelola hibah. Hasil

pertimbangan yang ditentukan oleh TAPD menjadi rekomendasi final.
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Form Pertimbangan Hasil Rekomendasi Calon Penerima Hibah

l Xop Swat TAFD
Caegon,
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Nomor Yth, WALl ROTA CREGON
Lamp di -
Parikal ' gan Hanil Rek daxi CILEGON
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dapat dicantummkan alokasl anggaranmm dalam rancangan KUA dan PPAS
Tahus Anggaras ...
Demikian, atns pecretujuan Bapak disampaiioon terzma kasih

SEXRETARIS DAERAH KOTA CILEGON
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|| —

Lasgzran Surst  Sekretans Deeeah  Kota
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B el

Teknis dalam proses perencanaan dan penganggaran, dimulai oleh OPD

Pengelola Hibah Bansos dengan membuat Renja Perangkat Daerah.

kemudian Wali Kota menyetujui dalam rapat gabungan bersama dengan
DPRD untuk menentukan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS
(Plafon Pagu Anggaran Sementara). Kemudian proses dilanjutkan dengan

membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).
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Dalam hal proses pembuatan RKA, uraian hibah dirinci menurut rincian objek,
dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi dalam komponen belanja operasional yang ditempatkan
sesuai jenis/subjek hibah yang berkontribusi/mendukung capaian pelaksanaan
program/kegiatan.

Hal yang perlu diperhatikan pada tahap perencanaan dan penganggaran
adalah, Jika Nilai Kewajaran yang ditentukan oleh Tim Pertimbangan, dan
TAPD kurang dari atau lebih dari yang diusulkan oleh OPD Pengelola Hibah
berdasarkan hasil evaluasi permohonan hibah, harus disertakan dengan kertas
kerja disertai dengan alasan dan/atau point mana saja dari RAB Pemohon
yang perlu dilakukan rasionalisasi.

Diagram Alir proses standar operasional prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Hibah Bansos dapat dilihat secara detail dalam Lampiran.

Pencairan Hibah Bansos

Pencairan Hibah Bansos merupakan tahapan yang dilakukan setelah melewati
proses perencanaan dan penganggaran hibah bansos. Pada tahap ini,
terdapat 4 proses yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pencairan hibah

bansos sebagaimana yang tertuang dalam Peta Sub Proses (P4).

PETA SUB PROSES (P4)
PENCAIRAN HIBAH BANSOS

PENGAJUAN EVALUASE PERENCANAAN DAN
N FROFOSAL =  PERMOHONAN - PENGANGGARAN
Proses 1 Promes 2 Proses 3
PENGELOLAAN *.
AFPLIKASI
E-HIBAH Penandatsngunun
BANSOS Penyusunan NPHD NPHD [
MANDISI | 4 PERTANGGUNG
o : ) | = | JAWADAN DAN
— a3 PELAPORAN

T

Pemggunaan Dans
Peagajuan peacairan / dan/atan Barang
pendistribusian Jasa Hibak Banves

a3 Paa

Pencairan Hibah Bansos dapat dilakukan setelah Keputusan Wali Kota tentang
Daftar Nama Penerima Hibah telah ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) telah ditandatangani antara kedua belah pihak (penerima
hibah dan kepala perangkat daerah pengelola hibah). Isi dari NPHD paling
sedikit memuat ketentuan mengenai :

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN HIBAH BANSOS KOTA CILEGON



Page |32

pemberi dan penerima Hibah;

tujuan pemberian Hibah;

besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan

-~ 0 a2 0 T p

tata cara pelaporan Hibah.
Dalam hal mengajukan pencairan hibah, terdapat beberapa persyaratan yang
harus dilengkapi oleh pemohon (penerima hibah) meliputi :

a. nomor rekening bank penerima Hibah/Bansos;

b. pakta Integritas dari penerima Hibah/Bansos yang dinyatakan bahwa
Hibah/Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD bagi
Hibah, sesuai dengan usulan bagi Bansos;

c. NPWP (khusus bagi penerima hibah);

d. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima
Hibah/Bansos;

e. Salinan NPHD (khusus bagi penerima hibah); dan

f. Tanda bukti pendaftaran Hibah/Bansos.

Pemohon / penerima hibah mengajukan pencairan hibah melalui OPD
Pengelola Hibah. Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah akan
mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilanjutkan dengan
pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian berkas
pencairan hibah akan dikirim kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPKD (dalam hal ini adalah Kepala BPKPAD) untuk dibuatkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).

Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus
atau bertahap dengan mekanisme pembayaran LS (lumpsum). Jika pencairan
dilaksanakan secara bertahap, untuk pencairan tahap kedua dan seterusnya
dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Perangkat Daerah Pengelola
Hibah.

Diagram Alir proses standar operasional prosedur Pencairan Hibah

Bansos dapat dilihat secara detail dalam Lampiran.
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Pelaporan dan Pertanggungjawaban

PETA SUB PROSES (P5)
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH BANSOS

PENGAJUAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PRNCATIAR
PROPOSAL +——> PERMOHONAK | —» PENGANGGARAN |
Proses 1 ' Proses 2 Proses 3
: Proses 4
Penggunaan Dana Pelaporan
[ Barang Jasa | .| perangoungjawaban
Hibah Bansos
PENGELOLAAN
APLIKASI E-HIBAH s
BANSOS MANDIRI 5.1

!

Verifikasi kelengkapan
dan Kebenaran Laporan
Pertanggung jawaban

Pendokumentasian
—  dan Pencatatan
Kinerja

P5.3

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dari
proses bisnis penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial yang melibatkan
antara Pemerintah Kota Cilegon

dengan pihak masyarakat/instansi

pemerintah/organisas sebagai penerima hibah.

Pada tahap ini, pemohon/penerima hibah dan bansos menerima dana
transfer melalui Bank Persepsi dan menggunakan dana hibah/bansos. Khusus
pada dana hibah, penggunaan dana hibajhh sesuai dengan ketentuan dalam
NPHD. Begitupula halnya dengan hibah dalam bentuk barang dan jasa.
Pemohon/penerima hibah dapat menggunakan barang / jasa yang diberikan
pemerintah setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Diagram Alir proses standar operasional prosedur Pelaporan dan
Petanggungjawaban Hibah Bansos dapat dilihat secara detail dalam Lampiran.

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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Contoh Form Serah Terima Hibah dan Bansos Barang/Jasa

HERITA ACARA
SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA
Nomsor
Pada har s . tangaal budan tahom

Bestempat &i .. ., berdasarkan Keputusan Wal Kota Cidegon Neesor

tentaeg Pemberinn Hibak Uang daa Barasg/Jasa Yeay Sersamber dary
AFED Kota Cilegen Tahun Anggeran dan Naskal Pariugian Hibah Desrsh
Wzt rang bertandstangan dibawah ini

t |nesea mhae mbatan (Wak Kota Clagon/Kepala Perssgha
Duternh verkast) bertindak ueituk dan atma

samn Penerintal Kot Cilegen, alassat

elaion Pemberi Mitoh yang sefamjusrya disebut

PIMAK KESATU.
[CENy O hatan bertinalak umtuk dan stas nama
(maws pewervea Abadf, almmat
selaks Penerima Hibah yang selanjutzos disebot
FIHAK KEGUA

dengan mi
I FIMAX KESATU membenkan hibah barang/jasa epada FIMAK KEDUA dan
FIMAK EEDUA menerima hibah torang/jasa dan PRMAKX KESATU, berupa
sebarak umet dengan mdsi sejumish Rp
)
7 PFIHAX KEDUA akan mempergunakan Saraog/pss  dimaksud  sesum
prruntukansyn

Desdoan Berss Acara im dibuat, untuk dipsrgunakan sebagammana mestayn
PIHAX KEDUA, PIHAK KESATU
T e 2oege

{marea miae dom mbatay | moees jeia don mbatas

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANSOS BARANG/JASA
Komor - ........
Pada han im txnggal bulsn tahun

bertezgar di berdasarkan Heputusen Wak Kota Codegon Nomor
tentang Pemberian Hansos Unng dan Barang/Jasa Yang Bersumber
dari APDD Kota CGilegon Tahun Anggaran kam yang bertandatangan
dbanah s
1 frema wine] Jabatan (Wah Xota Olegon/Kepada Fernngeat
Doseaht teriont) bertindakl untull dan atas
cama Pemarintah Kota Cilegon, alamat
wisicu Pembent Bansos yang selanmtepa disebut
PEAK KESATU
frema eine] Jabatan Ketun Kelommpat Wery et
bertndak untuk dan atas sama ... [rama
perrms Berocn),  alamat pedaion
Penenima Sansos yang selanuinys disebut PIMAK
KEDUA
dengan o
1 PHAK XESATU messberioas Bansos bartey/jass kegada PTHAK XEDUA dan
FRMAK KEDUA menenma Banoos barang/jasa dani FIMAX KEBATU
berapa sebanyak .. anit dengan nilss sgumiah Ro

{ |
2 FPIMAXK KEDUA askan mempergueskan barang/jss dimafsud sesumi
peruntuliesnava

Demiloan Berta Acara iy dibuat, ustuk dipergusakan sebagumana mectanye.

PEHAK KEDUA PIHAK KESATU

B e R

e mama tos dan jebezerd

Penerima hibah berkewajiban membuat pertanggungjawaban penggunaan
hibah bansos kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola
Hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali ada waktu yang ditentukan lain oleh perundang-undangan. Isi dari

pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung
menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai

NPHD;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi

barang/jasa.
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Contoh Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah/Bansos

Dokumen Pertanggungjawaban tersebut,

Alamat

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB
FPENGGUNAAN HIBAH ... Usng/ Barang/ Josol.....
NOoOT < v

Yang bertandatangan di bawah il

Nama

Jabatan

dengan ini menyatakan bertangpany jawak

1 ams penggunaan e fuAng/barang jasal ... Hibah  dasi
Pemerintah Kota Cliegon sumber dana APBD Kota Clegon
..yang telah kaml terima sesusi dengan

Nankah

Tahun Anggaran
prruntukanays dalam

Perjanjian Hibah Dasraly (NPHD|;

eabagaimans  tarcantum

J untuk membuktikan penggunsan hibah dimaksud spabia
dipserinican

Desndldan Surat Pernyatann ini Xami bual dengan sebanaroya.

Ponerima Hibah

123000 -

—frama felax dan jabatan)...

L atas penggunaarn ..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN DANSOS ..., {Uang/ Sarmng/ Jasalaees

Yang bartandatangan di bawah ind

Nams
Jabatasn
Alarnat

dengan iné manyatakan bertangeung jawab

Banzos dari Pemerintah
Kowa Cilegon sumber dana APED Kota Cilegon Tahun Anggaran
wees Yang telah kami terfma sesual dengan peruntukanaya:

{uang/ barang).

2 unmk membuktiken pecgpunsan Bansos dinsaksud apabila

diperiukan

Demildan Susat Pesnyataan ind kemi buat deagan sebenarsayn.

Penerima Bansos
Parrzasarn) 1000 Msatetargend. Sen Sesers pak

veereresnnes | NAME felas dan
Jabetany. . .oooieiee

digandakan rangkap 3 untuk

penerima hibah, OPD Pengelola Hibah, dan pemeriksa, sebagai bentuk

pelaporan arsip yang dipersiapkan sebagai objek pemeriksaan.

Contoh Laporan Penggunaan Dana Hibah

Fop Surst Femerintah/ BUNN/ BUNDY Badon/ Lenbaga/

Crpzussst Xemasyarakaran
Cilegon,
Nossor Yeh. WALI XOTA CILEOCN
Lamp oq. Kepala ... |Peangkat
Dasraig
Penhal  Laporan Penggwnsan Dasa di-
Hitak CILEGON

Sehubungan dengan hibah uang bersumber dan APBD Xota Oilegea
Tahun Anggaran yang telah kxmi terima ssgamish ¥p

| e . |, dengan ini fami sampaikan Laporan Pemgpuansan Dana
Hibah d:maksud dengan rincan setaga: bertkut

RO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
K
an
TOTAL

Deminan Laporan wm kami bust, atas perhatisnmyn desampaikan
seriron ioasily

Hormat Keess
Panenma Fabady

Inrmages s s

{nana jefas dan jabatand...........

Eop Surat Femermniah/ BUMK/ BUMD/ Badan/ Lembaga/
Orgarusast Eemasyaratatan

Perhal © Laporas Penggmnaan Dana di-
Hibah

Yth WALIKOTA CILEGON
oq. Eepala __|Peranghat
Dasraiy

Sehubangan demgzn hibah baranzfjasa bersumber dars APED Eotz

sampaikan Laporan Pengzunsan Dana Hibzh dimaksud bahwa telah ke
Demulnan Laporan i kam bust, atas perbatiannra disampadian
terima kasih.

Hormat Kame:
Penzrims Hibeh
Serdetencen, des Somerpd

<. {namaz jelos dan jebatery......__

Hibah dalam Bentuk Uang

Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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Selanjutnya Perangkat Daerah Pengelola Hibah melakukan verifikasi
kebenaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah. Hasil verifikasi dituangkan dalam kertas kerja/lembar verifikasi. Isi dalam
lembar verifikasi memuat paling sedikit : Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Hibah yang telah disahkan oleh pengurus Badan/ Lembaga,
kesesuaian nilai pagu bantuan hibah sesuai dengan RAB, Legalitas
Kepengurusan Organisasi, ldentitas Pimpinan dan/atau Ketua Organisasi,
Identitas Bendahara Hibah, Bukti Transfer atas Dana Hibah, Kwitansi, Nota,
Foto/Dokumentasi/Bukti Fisik.

Berita Acara Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH

Pada hari ini ceeeeeeeees tanggal ...... bulan ...ceeene. Tahun ..eeee, Bertempat dikantor (Nama
Dinas dan Alamat Dmn) telah diterima Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan
dilaksanakan verifikasi atas pencairan dana hibah sebesar Rp. .. . berasal dan APED Kota

Cilegon Tahun Anggaran 20.... terhadap Badan/ Lembaga/ Orgamsasx dan Kelompok/ Anggota
Masyarakat tersebut dibawah ini :

Nama Organisasi
Alamat Organisasi
Ketua Organisasi
Telpon/ Hp

No Kelengkapan/ Kesesuaian Ada | Tidak | Ket.
Pertanggungjawaban ada

1. | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Hibah

vang telah di sahkan oleh pengurus Badan/ Le
2. | Kesesuaian Nila: Pagu bantuan Hibah sesua: dengan RAB

3 Legalitas Kepengurusan Organisasi

4 Identitas Pimpinan dan/atau Ketua Organisasi

5. | Identitas Bendahara Hibah

6. | Bukt: Tranfer atas dana Hibah

Kwitansi

8. Nota

9. | Foto/Dokumentasi/ Bukt Fisik

10 Dst.. Dst... | Dst

TIM VERIFIKASI
1 (Nama Verifikator) (ttd)

2. | (Nama Verifikator) = (ttd)

3 (Nama Vernfikator) (ttd)

Penerima Hibah dan Bansos bertanggungjawab secara formal dan material

atas penggunaan hubah/bansos yang diterimanya.
Pengembalian dana Hibah wajib dilakukan oleh Penerima Hibah, apabila :

a. terdapat sisa dana Hibabh;

b. terdapat ketidaksesuaian antara rencana anggaran biaya dengan
realisasi Hibah; atau

c. dana Hibah tidak dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

Tata cara pengembalian dana dilaksanakan oleh penerima Hibah dengan cara

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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disetorkan melalui rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah terkait
untuk kemudian ditransfer ke rekening Kas Daerah. Pengembalian dana Hibah
akan dicatat sebagai pengurangan Belanja Hibah Tahun berkenaan pada
Perangkat Daerah terkait.

PROSES LAINNYA

Pengelolaan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan hibah bansos

adalah dukungan layanan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri yang memberikan

layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat sebagai pemohon

dan perangkat daerah pemerintah Kota Cilegon sebagai penyelenggara

pelayanan hibah bansos. Adapun perangkat daerah yang bertanggungjawab

dalam pengelolaan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri ini adalah Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Di dalam peta proses bisnis Pengelolaan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

terdapat dua proses untuk mengoptimalkan pelayanan hibah bansos vyaitu :

Penyiapan aplikasi dan pemutakhiran aplikasi.

1) Penyiapan Aplikasi
Kegiatan penyiapan aplikasi diawali dengan melakukan analisis
kebutuhan aplikasi agar aplikasi E-HlIbah Bansos Mandiri dapat
digunakan dengan optimal. Keluaran kegiatan analisis perancangan
berupa rancangan data base, user interface, bisnis proses sistem,
kebutuhan hardware dan rancangan keamanan sistem. Selanjutnya
hasil dari analisis perancangan digunakan untuk melakukan
pembangunan aplikasi dan penyiapan infrastrukturnya. Setelah
dibangun, penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri dimulai dari
melakukan manajemen pengguna membuat user admin pengelola
hibah bansos untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan hibah
bansos, user admin pemohon untuk masyarakat yang memohon
bantuan hibah bansos, dan super admin yang dikelola oleh Diskominfo.
kemudian Diskominfo membuat pedoman pengguna (user guide)
sebagai sarana sosialisasi pemanfaatan aplikasi. Langkah terakhir
dalam penyiapan aplikasi adalah mengevaluasi penggunaan aplikasi,
bisa dalam bentuk melakukan survey atau melakukan dengar pendapat
dalam rapat evaluasi sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya
perbaikan / pemutakhiran aplikasi.
2) Pemutakhiran Aplikasi
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Kegiatan pemutakhiran aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri dilakukan
berdasarkan hasil proses evaluasi aplikasi. Selanjutnya dilakukan
kegiatan analisis perancangan agar aplikasi yang akan dimutakhirkan
sesuai dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan performanya
aplikasi. Keluaran dari kegiatan pengembangan / pemutakhiran aplikasi
dapat berupa penyediaan fitur-fitur tambahan yang dapat mendukung
optimalnya proses layanan hibah bansos, peningkatan cyber security /
keamanan sistem maupun peningkatan server yang dapat
meningkatkan performa aplikasi.

Rincian proses secara detail dapat dilihat melalui gambar Peta Sub
Proses (P6) Pengelolaan Aplikasi E-Hibah Bansos, dan Standar

Operasional Prosedur yang ada dalam lampiran.

PETA SUB PROSES (P6)
PENGELOLAAN APLIKASI E-HIBAH BANSOS

PENGAJUAN _ EVALUASI PERENCANAAN DAN PENCAIRAN
PROPOSAL I+ PERMOHONAN PENGANGGARAN J
FPromes 1 Proses 2 Frossa 3 Proses 4
X
PERTANGOUNGJAWABAN
DAN FELAPORAN HIBAH
BANSOS
Froses 5
PENYIAPAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN APLIKASI
—
6.1 rFo.2
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F. PENUTUP

Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial sejatinya bukan hanya
terkait besaran jumlah dan kapasitas fiskal Kota Cilegon dalam memberikan
bantuan kepada masyarakat (individu / keluarga / masyarakat), organisasi
pemerintah, BUMN, BUMD, Lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan
dan organisasi lainnya di Kota Cilegon, tetapi juga merupakan representasi
wajah pemerintah Kota Cilegon dalam memberikan pelayanan. Dengan
melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
Hibah dan Bantuan Sosial, maka Pemerintah Kota Cilegon memiliki pedoman
yang mengatur secara lebih rinci dan spesifik di dalam menyelenggarakan

hibah dan bansos.

Diharapkan dengan adanya peta proses bisnis dan SOP ini
penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Cilegon dapat berjalan
lebih efektif, efisien dengan sistem proses dan prosedur kinerja yang jelas,
teratur dan terukur. Serta mampu menjadi pedoman dan standar kerja yang

dapat diimplementasikan secara optimal dan bertanggungjawab.

Tidak lupa mengakhiri paragraf dalam dokumen ini, kami
mengucapakan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas segala
bentuk perhatian dan bantuannya selama Tim Kerja Kesejahteraan
Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cilegon
melakukan penyusunan dokumen ini. Demi mewujudkan kesempurnaan
dokumen ini menjadi sebuah pedoman yang sesuai dengan harapan, kami

membuka ruang proses diskusi dan saran untuk perbaikan dokumen ini.

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN STANDAR PELAYANAN
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RANCANGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR :

TENTANG

PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR
PELAYANAN PENYELENGGARAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA CILEGON

SEKRETARIS DAERAH,

bahwa dalam rangka melakukan penatalaksanaan hubungan
kerja  antar organisasi  perangkat daerah = dalam
penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial yang efektif dan
efisien dan akuntabel.
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kualitas pelayanan
hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Cilegon.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Cilegon tentang Peta Proses Bisnis, Standar
Operasional Prosedur, Dan Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota
Cilegon;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok
dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Nomor.6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012,
Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014, Nomor 615)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Tahun 2018, Nomor 411);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022, Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016, Nomor 60);

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2018, Nomor 2);

Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan
Pemerintah Kota Cilegon; (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun
2020, Nomor 48);

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor
41 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur, dan Standar
Pelayanan sebagai pedoman standar kerja dan layanan bagi
seluruh OPD penyelenggara layanan Hibah dan Bantuan Sosial
Kota Cilegon.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang
tidak dapat dipisahkan.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU terdiri dari :

a) Pengajuan Proposal Hibah Bantuan Sosial;

b) Evaluasi Permohonan Hibah Bantuan Sosial;

c) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial;

d) Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial;

e) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah Bantuan Sosial;
f) Penyiapan Sistem Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri;

g) Pemutakhiran Sistem Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri.

Lembar Identitas dan Diagram Alir Standar Operasional
Prosedur sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA disahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal :

Sekretaris Daerah,

H. Maman Mauludin, SH., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
19660727 199403 1 009




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR :

TENTANG PETA PROSES BISNIS, STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENYELENGGARAAN HIBAH BANSOS PEMERINTAH KOTA

CILEGON

PETA PROSES BISNIS

DAN STANDAR

PENYELENGGARAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA CILEGON

I. PETA PROSES SIPOC (SUPLIER, INPUT, PROCESS, OUTPUT-OUTCOME, CUSTOMER)

SUPLIER

1.

2. Pemerintah Kota

DPRD Kota
Cilegon

Cilegon.

o

INPUT

. SDM

2. Teknologi

Informasi

3. Anggaran
4. Regulasi

>

PROCESS

Proses Utama

W N =

. Pengajuan Proposal
. Pencairan Dan Penggunaan
. Pertanggungjawaban dan

Pelaporan

Proses Manajerial / Pendukung

—_

. Evaluasi Permohonan
. Perencanaan dan Penganggaran

Proses Lainnya

. Pengelolaan Aplikasi

E-Hibah
Bansos Mandiri

>

OUTCOME

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Hibah dan
Bantuan Sosial
Pemerintah Kota
Cilegon

PELAYANAN

CUSTOMER

w

o

. Pemerintah
Pusat (K/L non
Kementerian)
Pemerintah
Daerah
BUMN/BUMD
Badan, Lembaga
dan/atau
Organisasi
Kemasyarakatan
Koperasi

Partai Politik
Masyarakat




Level O

Cr-IEGP> 22

PERMOHONAN
HIBAH BANSOS

EVALUASI

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
HIBAH BANSOS

Proses 2

Proses 3

>RaP»Haa

PENGAJUAN
PROPOSAL
HIBAH BANSOS

PENCAIRAN DAN
PENGGUNAAN
HIBAH BANSOS

PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN HIBAH
BANSOS

Proses 1

Proses 4

Proses 5

PHRIZIZ P

PENGELOLAAN APLIKASI E-
HIBAH BANSOS MANDIRI

Proses 6




PENGELOLAAN APLIKASI
E-HIBAH BANSOS MANDIRI

PETA SUB PROSES (P1)

PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH BANSOS

Proses 6

EVALUASI
PERMOHONAN

Proses 2

Pendaftaran

Hak Akses

P1l.1

Verifikasi Akun

P1.2

\ 4

PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN

Proses 3

Penginputan
Proposal

Disposisi

P1.3

P1.4

\4

PENCAIRAN DAN
PENGGUNAAN

Proses 4

PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PELAPORAN

Proses 5




PETA SUB PROSES (P2)
EVALUASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANSOS

PENGELOLAAN APLIKASI
E-HIBAH BANSOS MANDIRI PENGAJUAN
PROPOSAL
Proses 6
Proses 1
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
. Proses 3
Perbaikan
Disposisi Verifikasi kelengkapan
Administrasi [— > proposal PENCAIRAN DANA
dan Survey [*
p2.1 Lapangan F2.2.1 Proses 4
P2.2 PERTANGGUNG
> JAWABAN DAN
v Rekomendasi Hasil PELAPORAN
. Evaluasi P 6
Bel:lta A?ara Usulan/Proposal roses
Vensfikas1 dan Calon Penerima [
urve ’ .
y Hibah EVALUASI
P2.3 >
s, Proses 7




PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH BANSOS

PETA SUB PROSES (P3)

PENCAIRAN

Proses 4

PERTANGGUNG
JAWBAN DAN
PELAPORAN

Proses 5

PENGELOLAAN
APLIKASI E-HIBAH PENGAJUAN EVALUASI
BANSOS MANDIRI > PROPOSAL > PERMOHONAN
Proses 6 Proses 1 Proses 2
Rekomendasi Hasil
E . Pembahasan,
valuasi telaahan, reviu
Usulan/Proposal oy . >
Calon Penerima ” NBﬂal Kew;].aran DPA OPD
Hibah esaran Biaya
P3.6
P3.1 P3.2
Alokasi
Pertimbangan atas Anggaran KUA RKA OPD
Rekomendasi Hasil S PPAS Hibah
Evaluasi Penerima Hibah dan Bansos
P3.5

P3.3

P3.4




PETA SUB PROSES (P4)

PENCAIRAN HIBAH BANSOS

PENGELOLAAN
APLIKASI
E-HIBAH
BANSOS
MANDIRI

Proses 6

\ 4

PENGAJUAN EVALUASI PERENCANAAN DAN
PROPOSAL PERMOHONAN > PENGANGGARAN
Proses 1 Proses 2 Proses 3
A
Penandatanganan
Penyusunan NPHD NPHD
P4.1 P4.2

Pengajuan pencairan /
pendistribusian

Penggunaan Dana
dan/atau Barang
Jasa Hibah Bansos

P4.3

P4.4

PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PELAPORAN

Proses 5




PENGAJUAN
PROPOSAL

PETA SUB PROSES (P5)
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH BANSOS

Proses 1

PENGELOLAAN
APLIKASI E-HIBAH
BANSOS MANDIRI

Proses 6

EVALUASI PERENCANAAN DAN
» PERMOHONAN |——  PENGANGGARAN |  PENCAIRAN
P
Proses 2 roses 3 Proses 4
A
Pe/n %i:::;r‘l]?sa:a Pelaporan
»| Pertanggungjawaban
Hibah Bansos ggungjaw
P5.2
P5.1
A
Verifikasi kelengkapan .
dan Kebenaran Laporan s Pe d'::fi::ﬁ:‘::::::‘“
Pertanggung jawaban Kinerja
P5.3

P5.4




PETA SUB PROSES (P6)
PENGELOLAAN APLIKASI E-HIBAH BANSOS

PENCAIRAN

A 4

PENGAJUAN EVALUASI PERENCANAAN DAN
PROPOSAL > PERMOHONAN | — PENGANGGARAN
Proses 1 Proses 2 Proses 3
PENYIAPAN APLIKASI

A 4

P6.1

PEMUTAKHIRAN APLIKASI

P6.2

Proses 4

PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN HIBAH
BANSOS

Proses 5




PETA RELASI (RELATIONSHIP MAP)
PENYELENGGARAAN HIBAH BANSOS KOTA CILEGON

2 [ mows ]

I

m OPD Pengelola Hibah

€3] OPD Pengelola Hibah e Penerima Hibah

2 Bansos e Tim Pertimbangan

> Penerima Hibah e Tim Anggaran Pemerintah

< Bansos Daerah

=

. | omemer [ [ meses | [ eeses |
E e Penerima Hibah o Diskominfo e Penerima Hibah Bansos
4 e Diskominfo e Penerima Hibah Bansos e OPD Pengelola HIbah
- e OPD Pengelola e OPD Pengelola Hibah Bansos

D Hibah Bansos ¢ PPKD/BUD

LAINNNYA

e Diskominfo
e OPD Pengelola Hibah




PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)
PENYELENGGARAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA CILEGON

UNIT ORGANISASI PROSES
DISKOMINFO PENGELOLAAN APLIKASI
E-HIBAH BANSOS MANDIRI
VERIFIKASI AKUN =
SETDA PEMOHON &
(TU PIMPINAN) . T
é <
=
5 >
DISPOSISI 0 =
WALI KOTA HIBAH < =
g =
A =
EVALUASI PERMOHONAN = = A
> = . PERTANGGUNG
OPD PENGELOLA (VERIFIKAST ADMINISTRASI = Z NPHD f IR JAWABAN,
HIBAH BANSOS DAN SURVEY LAPANGAN) A PELAPORAN DAN
> PENCATATAN
g KINERJA
Z
5 Y
INSPEKTORAT
(TIM KEWAJARAN NILAI : PENGAWASAN
PERTIMBANGAN) x PERTANGGUNGJAWABAN
[a
BAPPEDALITBANG
(TAPD)
BPKPAD PENCAIRAN

(PPKD & BUD)




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA CILEGON

NOMOR :

TENTANG PETA PROSES BISNIS,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
DAN STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN HIBAH BANSOS
PEMERINTAH KOTA CILEGON

STANDAR PELAYANAN

Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cilegon

Jenis Pelayanan : Hibah Bantuan Lembaga Keagamaan

NO | KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Hukum Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah
dua kali dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33
Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1
Tahun 2023.

2 | Persyaratan | Hibah :

1) Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;

2) Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota’

3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah
setempat;

4) Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;

S5) Membuat proposal permohonan hibah yang berisikan
paling sedikit memuat : Surat Permohonan yang
Ditujukan kepada Wali Kota Cilegon, Pendahuluan,
Rencana Penggunaan, Waktu dan Lokasi, Jenis Hibah
Yang Diusulkan, Nilai Usulan Hibah.

6) Akta notaris pendirian badan/Lembaga

7) Gambar rencana atau rencana konstruksi bangunan
untuk hibah pembangunan

8) Fotokopi KTP atas nama pengurus yang terdiri dari
Ketua, Sekretaris dan Bendahara

9) Membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);




NO | KOMPONEN URAIAN
10) Membuat surat pernyataan belum pernah menerima
hibah dari tahun sebelumnya.
Bantuan Sosial :
1) Memiliki identitas yang jelas
2) Berdomisili dalam wilayah administratif Kota Cilegon
3 | Sistem,
veieniome, | (D [
dan
Prosedur I
Tolak
Verifikasi administrasi
l Setuju
‘ Survey Lapangan
SGTUJU
Tolak
Monitoring dan
survey Penggunaan
l Dana
4 | Jangka Proposal di ajukkan kepada Wali Kota 1(satu) tahun
waktu sebelumnya untuk diproses di tahun anggaran berikutnya
penyelesaian
S | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Rp. 0)
6 | Produk - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
pelayanan -  Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial
7 | Sarana, - Meja dan kursi pelayanan Hibah dan Bansos
Prasarana, -  Komputer petugas dan pemohon

dan Fasilitas

- Jaringan internet
- Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri
- Printer dan scanner




NO | KOMPONEN URAIAN
- Ruang Konsultasi/Aduan
- Ruang Pelayanan
8 | Kompetensi - Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi layanan E-
pelaksana Hibah Bansos Mandiri
- Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan
daerah
- Memahami peraturan dan SOP tentang Penyelenggaraan
Hibah dan Bantuan Sosial
- Mampu berkomunikasi dengan baik dan santun
-  Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi
9 | Pengawasan | - Supervisi atasan langsung
internal - Dilakukan Sistem Pengendalian Internal pemerintah
secara berjenjang
10 | Penanganan | - Tatap Muka di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
pengaduan, Kota Cilegon di Jl. Jenderal Sudirman No.2 Kota Cilegon
sarana dan - Telp / Whatsapp Call Center Kesra : 082210649191
prasarana - Email diskominfo@cilegon.go.id (layanan pengaduan
aplikasi)
11 | Jumlah - Pelayanan Konsultasi dan pengaduan minimal 1 orang
pelaksana - Tim Verifikasi/survey Lapangan (berdasarkan penugasan
pimpinan)
12 | Jaminan - Layanan dan informasi diberikan secara cepat, tepat,
pelayanan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani
setelah melalui proses verifikasi/survey lapangan
13 | Jaminan - Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan
dan - Pegawai yang menangani sudah mendapatkan penugasan
Keselamatan dari atasan langsung.
Pelayanan - Pegawai yang menangani berkompeten dalam bidangnya.
14 | Evaluasi Pimpinan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
kinerja pelaksana. Hasil evaluasi kinerja dijadikan sebagai salah
pelaksana satu aspek penilaian SKP

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal :

Sekretaris Daerah,

H. Maman Mauludin, SH., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
19660727 199403 1 009



mailto:diskominfo@cilegon.go.id

PEMERINTAH KOTA CILEGON

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH DAN BANTUAN

Nama SOP SOSIAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah
3 Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos

4 Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Evaluasi Permohonan Hibah Dan Bantuan Sosial 1 Proposal Hibah Bansos

2 SOP Penyiapan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri 2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda

3 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bansos 3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Pemohon Hak Akses harus berdomisili KTP di Kota Cilegon Disimpan sebagai data manual dan elektronik

2 Lokasi Hibah berada di Kota Cilegon

3 Pengajuan Proposal dapat dilakukan bila verifikasi Hak Akses disetujui oleh TU PIM

Bagian Umum Setda
4 Jika terdapat kegagalan sistem/jika diperlukan, dokumen proposal dan kelengkapan

persyaratan dapat disampaikan secara manual




SOP PENGAJUAN PROPOSAL

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS s = KETERANGAN
Pemohon etuga.s éta Tim Teknis Wali Kota Kelengkapan Waktu Output
Usaha Pimpinan
Melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir Hak Akses C) Kode Verifikasi
pada Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri. Setelah mendapat| Nama, Email dan No . S .
1 e . . - 5 menit Aplikasi E-Hibah
kode verifikasi pemohon melakukan login untuk mengisi Whatsapp Pemilik Akun -
. ) Bansos Mandiri
formulir profil pemohon.
Melakukan pengisian data pemohon pada formulir profil
Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri sebagai berikut :
1. Nama Pemohon/organisasi/Lembaga
2. Nama Ketua/Penanggung Jawab J,
3. Nomor Telp | |
4. Email | ) ) )
2 5. NPWP Lembaga (optional) Berkas Data Profil 1 hari Inputan Data Profil
6. Alamat Lengkap
7. Data Bank / Rekening Bank
8. Legalitas lembaga (optional)
9. Data Pengurus minimal 2 orang. Di isi lengkap : jabatan,
nama, NIK, NPWP, Email, foto KTP Tempat Tanggal Lahir
Melakukan Verifikasi data profil pemohon. Jika tidak Tidak /
3 Iengka'lp/sesuall akgn dikembalikan kgpada pemohon. Jikal Formulir Hak Akses 14 hari Verifikasi Data Hak
sesuai akan dilanjutkan untuk penginputan proposal oleh Akses
pemohon Lengkap
Menerima notifikasi persetujuan verifikasi data profil, |::|
kemudian mengklik menu jadwal, pilih setuju dan simpan di Hak Akses vana telah Tanda Bukti sesuai dengan jadwal
4 |kolom fakta integritas melakukan penginputan Proposal yang - Permohonan batas waktu penginputan

Hibah / Bantuan Sosial melalui Aplikasi E-Hibah Bansos
Mandiri

terverifikasi

Hibah/Bansos

proposal




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS 5 - KETERANGAN
Pemohon etuga's ‘i‘ta Tim Teknis Wali Kota Kelengkapan Waktu Output
Usaha Pimpinan
Tanda Bukt Proposal Hibah /
Mencetak proposal Hibah dan Bansos dari Aplikasi E-Hibah Permohonan dan File ) P
6 . . 14 hri Bansos dan Lembar
Bansos Mandiri Proposal Hibah / . .
Disposisi
Bansos
Membantu mengklasifikasikan proposal sesuai Proposal Hibah /
. . Proposal Yang sudah
7 |tujuan/output dan kewenangan perangkat daerah. Bansos dan Lembar 5 hari ) o
. . . . . diklasifikasi
kemudian menyampaikannya kepada Wali Kota. Disposisi
Men_dlsp05|5|kan proposal hibah/bansos Kepad.a masing- @ Proposal Hibah / . Disposisi Proposal | SOP Evaluasi Permohonan
8 |masing kepala perangkat daerah sesuai dengan Bansos dan Lembar 5 menit

kewenangannya.

Disposisi

Hibah / Bansos

Hibah Bansos




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KOTA CILEGON

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

EVALUASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN

Nama SOP SOSIAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah
3 Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos

4 Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial 1 Proposal Hibah Bansos

2 SOP Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial 2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda

3 SOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Pemohon Hak Akses harus berdomisili KTP di Kota Cilegon Disimpan sebagai data manual dan elektronik

2 Lokasi Hibah berada di Kota Cilegon

3 Pengajuan Proposal dapat dilakukan bila verifikasi disetujui oleh TU PIM Bagian Umum Setda

4 Jika terdapat kegagalan sistem/jika diperlukan, dokumen proposal dan kelengkapan

persyaratan dapat disampaikan secara manual




SOP EVALUASI PERMOHONAN HIBAH BANSOS

PELAKSANA MUTU BAKU
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA HIBAH
NO AKTIVITAS Tim KETERANGAN
Pemohon Pertimbangan / Kelengkapan Waktu Output
Kussapengguna |, JaEn | R/ pelaksana e o °
99 Administrator OPD OPD
Anggaran
Menerima _ disposisi hlbah/b_ansos dari .V.\/all Kota dan ( ) Proposal Hibah/bansos . : . SOP Pengajuan Proposal
1 |Menugaskan kepada Pejabat Administrator  untuk X o 5 menit Disposisi . .
> . dan Disposisi Hibah dan Bantuan Sosial
menyiapkan pengelolaan dan penatausahaan hibah/bansos
\ 4
Menugaskan kepada Pejabat Administrator  untuk| Proposal Hibah/bansos . . .
2 ; ; . - 5 menit Disposisi
menyiapkan pengelolaan dan penatausahaan hibah/bansos dan Disposisi
Mepyga;kan kepada JF/Pelaksana ur‘1tuk melakukan Poposal hibah/bansos, . SK Tim / Surat Perintah | SOP Pengelolaan Naskah
3 |verifikasi berkas kelengkapan proposal hibah/bansos dan . . 5 menit )
Disposisi Tugas Dinas Keluar
survey lapangan
Melaksanakan verifikasi administrasi dan survey lapangan. Tidpk
J'.ka tergapat ketldaksesualan/kekuranga_n ber‘kzlis, akaq N Proposal hibah/bansos, Berita Acara Verifikasi
disampaikan kepada pemohon untuk diperbaiki sampai . . . S .
4 ) . SK Tim/Surat Perintah 28 Hari Administrasi dan Survey
dengan batas waktu yang ditentukan. Jika Lengkap dan Lengkap Tuoas Lapangan
sesuai akan ditindaklanjuti dengan pembuatan rekomendasi 9 pang
hasil evaluasi usulan/proposal calon penerima hibah
Membuat rekomendasi hasil evaluasi usulan/proposal calon . )
} . . . e Rekomendasi Hasil
penerima hibah dengan menentukan besaran nilai yang Berita Acara Verifikasi ;
. - . . } . Evaluasi
5 |direkomendasikan berdasarkan aspek kewajaran Administrasi dan Survey 30 menit
X e o X Usulan/Proposal Calon
Berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan survey Lapangan R X
lapangan Penerima Hibah




PELAKSANA MUTU BAKU
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA HIBAH
NO AKTIVITAS Tim KETERANGAN
Pemohon Pertimbangan / Kelengkapan Waktu Output
P/e;gg::i::ggji:zn Jabatan JF / Pelaksana Inspektogr]at sy s
99 Administrator OPD OPD
Anggaran
Berita Acara Verifikasi Berita Acara Verifikasi
Menyampaikan berita acara verifikasi Administrasi dan A 4 Administrasi dan Survey Administrasi dan Survey
survey lapangan dan rekomendasi hasil evaluasi usulan Lapangan, serta Lapangan, serta
6 |proposal calon penerima hibah kepada Ketua TAPD selaku Rekomendasi Hasil 5 menit Rekomendasi Hasil
Ketua Tim Pertimbangan melalui Aplikasi E-Hibah Bansos Evaluasi Evaluasi
Mandiri Usulan/Proposal Calon Usulan/Proposal Calon
Penerima Hibah Penerima Hibah
Berita Acara Verifikasi
Menerima berita acara verifikasi administrasi dan survey| Administrasi dan Survey
lapangan, serta rekomendasi hasil evaluasi usulan/proposal Lapangan, serta SOP Penganggaran Hibah
7 ' - 5 menit Rekomendasi Hasil

calon penerima hibah dari
Pengelola Hibah

Kepala Perangkat Daerah

Evaluasi
Usulan/Proposal Calon
Penerima Hibah

dan Bantuan Sosial




PEMERINTAH KOTA CILEGON

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

Nama SOP PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

4 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah
Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos
Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri
Memahami Legal Drafting

Memahami perencanaan dan penganggaran

o O~ WN

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
2 SOP RKPD dan SOP Rencana Kerja Perangkat Daerah
3 SOP Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota

1 Proposal Hibah Bansos
2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda
3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Pemohon Hak Akses harus berdomisili KTP di Kota Cilegon

2 Lokasi Hibah berada di Kota Cilegon

3 Pengajuan Proposal dapat dilakukan bila verifikasi disetujui oleh TU PIM Bagian Umum
Setda

4 Jika terdapat kegagalan sistem/jika diperlukan, dokumen proposal dan kelengkapan
persyaratan dapat disampaikan secara manual

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




SOP PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PELAKSANA MUTU BAKU
TAPD Besfiery Bt
NO AKTIVITAS Tim Pertimbangan OPD Pengelola | -23'an muxum KETERANGAN
: I gan/ Sekretaris Wali Kota Pemohon e Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Inspektorat Bappedalitbang Hibah
Daerah Daerah
Menerima berita acara verifikasi administrasi dan surveyy Azi::;lﬁ?;z:?gr:z
lapangan, serta rekomendasi hasil evaluasi usulan/proposal Lapangan. serta y SOP Evaluasi
1 |calon penerima hibah dari Kepala Perangkat Daerah selaku Rekgmegnda;si Hasil 5 menit Tanda Terima Permohonan Hibah dan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Evaluasi Calon Penerima Bansos
Pengelola Hibah Hibah
Melakukan pembahasan, reviu dan telaahan atas ) 4 Berita Acara Verifikasi
kelengkapan berkas dan nilai kewajaran Hibah dan Bantuan Administrasi dan Survey
2 Sosial yang diusulkan oleh OPD Pengelola Hibah. Jika tidak| Lapangan, serta 4 hari Rekomendasi Tim
sesuai, akan dilakukan rasionalisasi anggaran. Jika Sesuai, Rekomendasi Hasil Pertimbangan
akan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Evaluasi Calon Penerima
TAPD Hibah
Melakukan verifikasi, pembahasan, dan telaahan AZ?;;‘:?;:;Z:ZZE?TSZY Hasil Telaahan Nilai
kemampuan  anggaran terhadap nilai  kewajaran Lapangan, Rekomendasi Kewajaran Penerima
permohonan hibah dan bansos. Jika kemampuan anggaran o 5 . .
3 X . . . S . S Hasil Evaluasi Calon 5 hari Hibah Bansos yang
tidak sesuai dengan hasil pertimbangan nilai kewajaran, nilai Penerima Hibah dan disesuaikan dengan
dan atau pemohon hibah dan bantuan sosial akan Rekomendasi Tim Kemampuan An garan
dilakukan rasionalisasi Pertimbangan ’ %
Membuat surat pertimbangan atas rekomendasi hasil Hasil Telaahan Nilai Rancangan Surat
evaluasi permohonan hibah kepada Wali Kota, agar para Kewaiaran Penerima Pertimbar? an TAPD
calon penerima hibah mendapat persetujuan dan OPD| Way . 9 . .
4 . A Hibah Bansos yang 1 hari Atas Rekomendasi Hasil
Pengelola Hibah  dapat  mencantumkan  alokasi disesuaikan dengan Evaluasi Permohonan
anggaraannya melalui rancangan Rencana Kerja Kemampuan Anggaran Hibah
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah P 99
5 |Menandatangani Surat Pertimbangan TAPD P?rzr;:s:r?:;ns'll'ng 5 menit Surat P_It_e:'ljng)bangan
1
Memberikan persetujuan kepada nominatif calon penerima Tolak
hibah bansos dan jumlah besarannya berdasarkan Surat Surat Pertimbangan
Pertimbangan TAPD, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi TAPD Rekomengasi
6 Calon Penerima Hibah Bansos dari OPD. Jika Setuju, Setuju Hasil Evaluasi Calon 1 hari Persetujuan Wali Kota

Persetujuan Wali Kota tersebut menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran Hibah dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Jika Tidak
Setuju akan ditolak kepada pemohon

Penerima Hibah Bansos
dari OPD




PELAKSANA MUTU BAKU
TAPD Besfiery Bt
NO AKTIVITAS Tim Pertimbangan OPD Pengelola | -29'an fukum KETERANGAN
: I gan/ Sekretaris Wali Kota Pemohon e Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Inspektorat Bappedalitbang Hibah
Daerah Daerah
Menerima notifikasi penolakan permohonan hibah bansos . . . I )
7 dalam Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri Persetujuan Wali Kota 5 menit Notifikasi Informasi
Membuat Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Bansos| Su:;f;:g:gzz?szgas DNCPHB (Daftar
8 |(DNCPHB) dan memasukkannya ke dalam Aplikasi E- Evaluasi Permohonan 5 menit Nominatif Calon
Hibah Bansos Mandiri Hibah Penerima Hibah Bansos)
\ 4
Memasukan alokasi rencana dan anggaran hibah bansos| Pertilr?w':g:i:YTs:};a[; dan Renia Pemerintah
9 berupa uang, barang atau jasa ke dalam Rencana Kerja > Rekomgndasi Hasil 1 hari Daer;h dan Rencana SOP Bappeda Renja dan
Pemerintah Daerah (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat| Evaluasi Permohonan Keria Perangkat Daerah Renja PD
Daerah (Renja PD) Hibah ) 9
Memberikan persetujuan dan menetapkan alokasi anggaran Renia Pemerintah
10 hibah bansos bersama DPRD dalam KUA PPAS (Kebijakan DaeraJh dan Rencana 7 hari KUA PPAS Hibah dan | SOP Bappeda Renja dan
Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Keria Perangkat Daerah Bansos Renja PD
bersama dengan DPRD ) 9
Membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalam objek| . .
11 |rincian belanjanya tercantum Nama Penerima Hibah dan KUA P';gi:)fah dan 14 hari RKA dan DPA SoP Ba}ggﬁiaPR;nJa dan
jumlah besaran hibah berdasarkan hasil pembahasan KUA )
PPAS
Membuat Rancangan Keputusan Wali Kota tentang SOP Sekretariat Daerah
Penerima Hibah Bansos dengan mencantumkan daftar| . Rancangan Peraturan Penyampaian dan
12 nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah RKA dan DPA 8 hari Wali Kota Pembahasan Rancangan
Bansos. | Peraturan Wali Kota
13 Menandatangani Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran ( ) Rancangan Peraturan 5 menit Peraturan Wali Kota

APBD

Wali Kota




PEMERINTAH KOTA CILEGON

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

Nama SOP PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

4 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah
3 Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos

4 Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial

2 SOP Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

3 SOP Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Keputusan Wali Kota
4 SOP Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota

1 Proposal Hibah Bansos
2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda
3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan secara bertahap. Untuk pencairan tahap

kedua dan seterusnya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari OPD
Pengelola Hibah

2 Penerima Bantuan Sosial tidak memerlukan NPHD hanya menggunakan SK Penetapan
Penerima Bansos

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




SOP PENCAIRAN HIBAH BANSOS

PELAKSANA MUTU BAKU
BPKPAD
NO AKTIVITAS Dinas Kominfo KETERANGAN
Kepala Bagian Hukum Statistik dan OPD Pengelola Hibah Pemohon j Kelengkapan Waktu Output
P g ! 9 PPKD (Pejabat BUD (Bendahara gkap P
Persandian Pengelola Keuangan
Daerah)
Daftar Nama, Alamat dan

Membuat dan menetapkan Rancangan Keputusan Besaran Anggaran Penerima Keputusan Wali Kota | SOP Penyampaian dan

1 |Walikota terkait Penerima Hibah dan Bansos dan Hibah dan Surat Pertimbangan - dan Peraturan Wali | Pembahasan Rancangan
Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Penjabaran APBD Atas Rekomendasi Hasil Kota Kepwal dan Perwal

Evaluasii Permohonan Hibah

Mengumumkan dan/atau menyampaikan nama-nama|

3 Penerima Hibah dan Bansos dengan menggunakan Keputusan Wali Kota dan 5 menit informasi SOP Evaluasi Permohonan
berbagai platform media : Inter-C dan WAKEH INFO Peraturan Wali Kota Hibah dan Bansos
dan lain sebagainya
Menerima informasi dan SK Wali Kota terkait Daftar . . , . .

4 . . informasi 5 mrnit informasi
penerima hibah bansos

\ 4

5 |Menyusun (NPHD) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepwal Pe;::smoaSHlbah dan 5 hari Draft NPHD
Melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah v v

6 Daerah bersama antara OPD Pengelola Hibah Draft NPHD 5 hari NPHD yang telah

(Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)
dengan Pemohon

ditandatangani

Mengajukan permohonan pencairan hibah / bansos|
kepada Wali Kota Cqg. Kepala OPD Pengelola Hibah.
Dengan melengkapi persyaratan : @) nomor rekening
bank penerima Hibah Bansos; b) pakta Integritas dari
peneriman Hibah Bansos yang dinyatakan bahwal
Hibah Bansos yang diterima akan digunakan sesuai
dengan NPHD. c) NPWP penerima Hibah Bansos d)
Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar|
penerima Hibah Bansos. e) salinan NPHD; dan f) tanda|
bukti pendaftaran, 9) KTP (Ketua/Kepala,
Sekretaris/Kasubbag TU, Bendahara/Bendahara|
Pengeluaran), h) Kuitansi bermaterai

Rekening Bank, Pakta
Integritas, Salinan SK Penerima
Hibah dan NPHD, Bukti
Registrasi, Surat Permohonan
Pencairan, KTP (Ketua/Kepala,
Sekretaris/Kasubbag TU,
Bendahara/Bendahara
Pengeluaran), Kuitansi
bermaterai

Berkas Pencairan
Hibah Bansos

Sesuai SOP
Pencairan/Pengelolaan
Keuangan




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Bagian Hukum

Dinas Kominfo
Statistik dan
Persandian

OPD Pengelola Hibah

Pemohon

BPKPAD

PPKD (Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah)

BUD (Bendahara

Umum Daerah)

Kelengkapan

Waktu

Output

KETERANGAN

Melakukan  verifikasi  kelengkapan  persyaratan
pencairan hibah bansos. Jika Lengkap dan Sesuai akan
diteruskan dengan pembuatan pengajuan SPP-LS dan
SPM-LS  Belanja Hibah dan Bansos dan
menyampaikannya kepada PPKD (Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah). Jika tidak lengkap dan tidak sesuai
akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

J

[ ]

Berkas Pencairan Hibah
Bansos

SPP LS dan SPM LS
Hibah Bansos

Sesuai SOP SPP LS dan
SOP SPM LS

Menerima dan memverifikasi berkas kelengkapan
persyaratan pencairan hibah bansos. Jika Sesuai dan
Lengkap akan dibuatkan SP2D pencairan hibah bansos|
dan dikirimkan kepada BUD. Jika Tidak Lengkap dan
Tidak Sesuai akan dikembalikan untuk dilengkapi

Berkas Pencairan Hibah

Bansos dan SPP LS & SPM LS -

Hibah Bansos

SP2D

Sesuai SOP SPP LS dan
SOP SPM LS

10

Melakukan pencairan hibah bansos yang ditransfer|
melalui Bank Persepsi ke nomor rekening penerimal
hibah

SP2D

Transfer Dana

Sesuai SOP SPP LS dan
SOP SPM LS

11

Menerima dana transfer Hibah Bansos yang dikirimkan
melalui Bank Persepsi

Transfer Dana




PEMERINTAH KOTA CILEGON

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Nama SOP BANSOS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

4 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah
3 Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos

4 Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial
2 SOP Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
3 SOP Pencairan Hibah Bansos

1 Proposal Hibah Bansos
2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda
3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




SOP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS OPD Pengelola Hibah KETERANGAN
Pemohon - — Kelengkapan Waktu Output
Kepala OPD Pejaba}riAn?r;;r:;ztrator/
1 Menerima Qana tra_nsfer melalui Bank Persepsi atau menerima barang/jasa hibah ‘ ’ Transfer Dana ) Tanda Terima,
bansos dari pemerintah
A 4
2 Menggunakan dana transfer/barang/jasa hibah bansos sesuai dengan perjanjian Transfer Dana / Barang / ) Penggunaan Dana /
dalam NPHD Jasa dan NPHD Barang / Jasa
Membuat Pertanggungjawaban hibah bansos yang berisikan :
a) laporan penggunaan Hibah Bansos ;
b) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah yang menyatakan bahwa|
Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; SPTJ Bukti-Bukti
3 c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- A 4 pPen eluar'an ana lenaka ) Laporan Pertanggung
undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima| 9 danﬁahg gkap jawaban
barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
Kemudian menyampaikannya kepada Wali Kota melalui OPD Pengelola Hibah
Bansos Tidak Lengkap
dan Tidak Sesuai
4 Menerima dan menugaskan kepada Pejabat Administrator / Tim untuk melakukan Laporan Pertanggung 5 menit Disposisi dan Surat
verifikasi kebenaran dan kelengkapan laporan jawaban Tugas
L
Melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan laporan yang dituangkan dalam Laporan Pertanggung
5 lembar verifikasi. Jika terdapat kekurangan dan belum sesuai akan diberikan — jawaban, NPHD, SK 7 hari Berita Acara
catatan dalam berita acara untuk diperbaiki sampai dengan batas waktu yang Penerima Hibah, SPTJ dan
ditentukan. Jika Sesuai akan dilanjutkan dengan proses pendokumentasian Bukti-Bukti Pengeluaran
Lengkap
dan Sesuai




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS OPD Pengelola Hibah KETERANGAN
Pemohon - — Kelengkapan Waktu Output
Kepala OPD Pejabafr;\:rlzg:;ztrator/
Berita Acara, Laporan

Menggandakan dan mendokumentasikan hasil Laporan Penggunaan Hibah Pertanggung jawaban, Penggandaan
6 |Bansos sebanyak 4 rangkap yaitu untuk Arsip penerima hibah, OPD Pengelola| NPHD, SK Penerima 1 hari Dokumen Laporan

Hibah dan/atau PPKD, serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). | Hibah, SPTJ dan Bukti- Pertanggungjawaban

‘l, Bukti Pengeluaran

7 Menerima dokumen laporan pertanggungjawaban dan menugaskan untuk Dokumen Laporan 5 menit Disposisi

diarsipkan dan dilakukan pencatatan kinerja Hibah Bansos Pertanggungjawaban P

. L . . Pengarsipan Dokumen,

8 Melakukan pengarsipan dan pencatatan kinerja serta pelaporan realisasi belanja| ( ) Dokumen Laporan 5 menit Pencatatan dan

hibah dan bansos.

Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh : SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KOTA CILEGON H. MAMAN MAULUDIN, SH., M.Si
NIP. 196607271994031009

PEMUTAKHIRAN APLIKASI E-HIBAH BANSOS

Nama SOP MANDIRI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 2 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bansos
Daerah 3 Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos
3 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 4 Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 5 Menguasai pemrograman / pembuatan aplikasi

4 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

KETERKAITAN SOP PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyiapan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri 1 Proposal Hibah Bansos
2 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bansos 2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda

3 Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil Pemutakhiran Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri diberlakukan/digunakan pada tahun

anggaran berikutnya Disimpan sebagai data manual dan elektronik




SOP PEMUTAKHIRAN APLIKASI E-HIBAH BANSOS MANDIRI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS - KETERANGAN
Kepala Dinas Kominfo KepaAI;t:Bl'(I:ang Tim Kerja OPD Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan kepada Kepala Bidang Aplikasi Teknologi dan Informatika untuk
melakukan Evaluasi Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri berdasarkan masukan dan Hasil Rapat Evaluasi / . . .
1 ; - . 5 menit Disposisi
saran hasil rapat evaluasi penyelenggaraan Hibah Bansos dan/atau berdasarkan Pengaduan /
hasil survey dan/atau laporan pengaduan dari masyarakat.
]
Melakukan evaluasi Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri. Kemudian menugaskan ) .
. . . I Hasil Rapat Evaluasi / ) . .
2 |kepada Tim Kerja untuk melakukan pemutakhiran / pengembangan Aplikasi E- . L. 1 hari Disposisi
; . Pengaduan dan Disposisi
Hibah Bansos Mandiri
Melakukan Analisis Perancangan Sistem untuk mengetahui kebutuhan 'iiZ?g;a_RdzT;ir;izn
pengembangan/pemutakhiran Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri agar dapat| Hasil Rapat Evaluasi / . s )
3 ) . i . ) . 14 hari user interface, bisnis
mensuport layanan hibah bansos berbasis teknologi informasi Pengaduan dan Disposisi
proses, hardware dan
cyber security
\ ) :
r lAnaI|sa Rancangalm sistem Pemutakhiran Aplikasi .
. — . : data base, user interface, : waktu pelaksanaan sesuai
4 [Melakukan pemutakhiran/pengembangan aplikasi dan sistem keamanan - - E-Hibah Bansos
bisnis proses, hardware . kebutuhan
- Mandiri
dan cyber security
Tidak
ldi Setuju
Y
Melaksanakan Ekspose Hasil Pemutakhiran/Pengembangan Aplikasi dan Sistem
5 Keamanan. Jika hasil ekspose disetujui, OPD pengelola Hibah akan menerima| Pemutakhiran Aplikasi E- 3 hari Ekspose Aplikasi E-
informasi aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri siap untuk digunakan. Jika tidak Hibah Bansos Mandiri Hibah Bansos Mandiri
disetujui akan dilakukan perbaikan
Setuju
6 |Menerima informasi kesiapan penggunaan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri Ekspose Aplikasi E-!—hbah 1 hari Informasi KeS|a'pan'
Bansos Mandiri Penggunaan Aplikasi
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

4 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali
Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2021.

5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahuh 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021.

1

g b~ WN

Memahami kewenangan serta tugas dan fungsi

Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bansos
Memahami petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos
Mampu mengoperasikan microsoft office dan Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri
Menguasai pemrogram atau pembuatan aplikasi

KETERKAITAN SOP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Pengajuan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial
2 SOP Pemutakhiran Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri

1

Proposal Hibah Bansos

2 Alat Tulis Kantor, Buku Agenda

3

Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Akun OPD (username dan password) dilakukan pergantian setahun sekali oleh Diskominfo

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




SOP PENYIAPAN APLIKASI E-HIBAH BANSOS MANDIRI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dy < epala Bid KETERANGAN
epala Dinas epala Bidang . .
Kominfo Aptika Tim Kerja OPD Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan kepada Kepala Bidang Aptika untuk menyiapkan < ) Agenda Kerja / Surat . . .
1 Lo . - Jadwal Pelaksanaan 5 menit Disposisi
Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri . L
Hibah Bansos Mandiri
Menugaskan kepada Tim Kerja untuk menyiapkan Aplikasi e- . - . . -
2 Hibah Bansos Mandiri Disposisi 5 menit Disposisi
Analisa
Rancangan sistem
3 Melakukan Analisis Perancangan agar kebutuhan aplikasi e- Disposisi 14 hari : data base, user
hibah bansos mandiri dapat lebih optimal P interface, bisnis
proses, hardware
dan cyber security
A 4 ]
Analisa Rancangan
Menyiapkan dan memastikan aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri 5|stgm : data ba}se_, Aplikasi E-Hibah | waktu pelaksanaan
4 . . user interface, bisnis - o )
sudah siap digunakan Bansos Mandiri sesuai kebutuhan
proses, hardware dan
cyber security
A 4
Menyiapkan user admin Perangkat Daerah dan pedoman o . Akun O_PD/User
. . . Aplikasi E-Hibah . Admin dan
5 [penggunaan agar dapat digunakan oleh setiap admin dan o 3 hari
Bansos Mandiri Pedoman
masyarakat yang menggunakan.
éj Pengguna




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS el < epala Bid KETERANGAN
epala Dinas epala Bidang : .
Kominfo Aptika Tim Kerja OPD Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Menerlnja‘ pser admin Perahgkqt D_aerah dan Akun OPD/User ‘ SOS|QI|saS| Aplikasi
6 |mensosialisasikan penggunaan Aplikasi E-Hibah Bansos Admin 1 hari E-Hibah Bansos
Mandiri kepada masyarakat/organisasi/lembaga/instansi Mandiri




